
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA SEMARANG, 

WALIKOTA SEMARANG 
PERATURI\N WALIKO'J'A SEMARANG 

NOMOR 3j TAHUN 2015 
TENT ANG 

MEKANISME DAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENYERTAAN MODAL 
Bi\DJ\N USAHA MILIK DAERAII KOTA R~MARANO DAN 

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH .JAWA TENGAH 
KEPADA PEMERINTAH KOTA SEMARANG 

Mcnirnbang : a. bahwa untuk mernpcrkuat struktur permodalan IJadan 
Usaha Milik Daerah Kota Semarang dan PT. Bank 
Pembangunan Daerah Jawa Tengah dalam rangka 
pengembangan usaha dan peningkatan pelayanan kepada 
masyarakat serta peningkatan pendapatan asli daerah, 
diperlukan dukungan dari Pemerlntah Kota Semarang dalarn 
bentuk penyertaan modal daerah; 

b. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nornor 58 Tahun 
2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, penyertaan 
modal pemerintah daerah ditetapkan dengan Peraturan 
Daerah; 

c. bahwa untuk mekanisme dan laporan peratnggungjawaban 
penyertaan modal Badan U saha Milik Daerah dan PT. Bank 
Pembanguuan daerah -Iawa Tcngah sebagai, i<t"~ dimaksud 
tersebut huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk 
Peraturan Walikota Semarang tentang Mekanisme dan 
Laporan Pertanggungjawaban Penyertaan Modal Badan 
Usaha Milik Daerah Kota Semarang dan Pf. Bank 
Pembangunan Daerah Jawa Tengah Kepada Pemerintah Kota 
Semarang; 

Mcngingal: 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahuri 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan 
Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan 
Daerah Istimewa Jogjakarta; 

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 
31, Tnmhahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 
3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Umlang 
Nomor 10 Taliun 1998 tentang Undang-Undang Nomor 7 
Tahun 1992 Perbankan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran 
Negara Repuh1ik Indonesia Nomor 3790); 
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6. Undang-Undang Nomor 40 'ranun 2007 tentang Perseroan 
Terbatas [Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 106, 
Tarnbahan Lembaran Negara Nomor 4756); 

7. Undang-Undang Nornor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tarnbahan Lernbar'an 
Negara Rcpublik Iudonesia Nomor 523·1); 

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun. 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telab drubah 
beberapa kali, terakhir dengan Undang Undang Nornor 9 
'I'ah un 2015 tentang Perubahan Kcdua Atas Undang-Undang 
Nornnr 23 Tahun :lO 14 tcntang Pcmcrinta.han Dacrah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun :JO 15 
Nomor 58~ Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nornor 5679); 

9. Peraturan Pemerintah Non101· 16 Tahun 1976 tentang 
Pcrluasan Kotamadya Daerah Tingkat TT 8P.marang [Lembaran 
Negara Republik Indonesia 'l'ahun 19'16 Nornor 2b, 
Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 
3079); 

10. Peraturan Pernerintah Nornor 50 Tahun 1992 tentang 
Pem bentukan Kecamatan di Wilayah Kabu paten kabu paten 
Daerah Tingkat J1 Purbaltngga, Cilacap, Wonogiri, .TP.p:u:::1 dan 
Kenda] scrta Penataan Kecamatan di Wialayah kotamadya 
Dacrah Tingkat TT Scmarnng Dalarn Wilaynh Provinui Duernh 
Tingkat l -Jawa 'rengah (Lembaran Negara Repuhlik Indonesia 
Tahun 1992 Nomor 89); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Rcpublik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tarnbahan Lernbaran 
Negara Rcpublik Indonesia Nomor 4578); 

tr.11tang 
l{epublik 

Lcrnbaran 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 
Perbendaharaan Negara (Lcmbaran Negara 
Indonesia Tah un 2004 Nomor 5, Turnbuhun 
Negara Repu blik Indonesia Nom.or 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemerikaaan 
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nornor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4400); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 



12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 t~n.tA11P' u 

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 
(Lembarnn Nt=>gAnl RP.Jnlhlil< Indonesia Tahun 2006 
Nomor .25, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nm rmr 4fi 14).; 

1 ~- Peraruran Perneriritah Nomnr 1 Ts hrm ?.008 tentang lnvestasi 
Pemerintah [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2008 Nornor 14, Tarnbahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nornor 4812); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor '11 Ta h un 20H> ter1h-tng 
Standar Akuntansi Pcmcrintah (Lembaran Negara Republlk 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lernbaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533); 

16. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 t.entang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199); 

17. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat T Jawa Tengah 
Nomor 6 Tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk Sadan 
Hukum Bank Pembangunan Daerah Jawa Tcngah da.ri 
Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT) 
Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Lembaran Daerah 
Provinsi Jawa Tengah Tahun 1999 Nomor 17 Seri D); 

18. Peraturan Daerah Provirrsi Jawa Tengah Nomor 11 Tah uri 
2008 tcntang Pcrusahaan Dacrah Bank Pcrkreditan Rakyat 
Badan Kredit Kecamutun (PD. BPR .BKK) di Provinei -Jawa 
Tengah (Lembaran Daerah Provlnsi .Jawa Tcngah Tahun 
2008 Nomor 11 Seri E Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah 
Nomor 17) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah 
Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahu n 2012 tentang 
Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tcngah 
Nomnr 11 Tah un 2008 Lenlnrig Perusahuun Daerah Bank 
Perkreditan RMy~l Badan Krcdit Kcc..:ama(.A..t"J (PD. HP~ l::\KK) 
di Provinat .Iawa Tcngah (Lembaran Daerah Provinsi Jawu 
'I'erigah Tahun 2012 Nornor 3, Tambahan Lembaran Daera.h 
Nomor 39); 

19. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2006 
tentang Perusahaan Dacrah Percetakan Kota Semarang 
(Lemburan Daerah Kota Semarang Tabun 2007 Nomor 6 Seri 
E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 10)~ 
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PERATURAN WALlKOTA TENTANG MEKANlSME DAN 
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENYERTAAN MODAL 
BADAN USAHA M!L!K DAr;RAH KOTA SEMARANG DAN PT. 
RANK PRMRANGUNAN OARRAH ,JAWA TRNGAH KEPADA 
PEME.l:{!NTAH KOTA SEMAHANG. 

Menetapkan 

MEMlJ'rUSKAN: 

20. PerRh~-rR1::i_ n~r.r.Rh Knta Semarang Nomor ll ~r~_bun 2006 . 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 
Kota Semarang Tahun 2006 Nomor 1 :Seri .l.!;, Twnbahan 
Lembaran Daerah kota Semarang Nomor 1) scbagairnana 
diubah dengan Peraturan Daerah Nornor b Tahun :l013 
tcntang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Semarang 
Norrmr 11 1\tJntn ?.006 tentang Pengelolaan Keuangan 
Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun ?,013 
Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarung Nornor 
83); 

21. Peraturan D~~l.:~ ~gta Semarang Nomnr 15 Tahun 2010 
tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank 
Pasar Kata. Semarang (Lernbaran Daerah Kota Semarang 
Tahu n 2011 Nomor 12 > Tam ha.han Lem baran Daerah Kota 
Semarang Nomor 59); 

22. Peraturan Daerah Kota Semarnng Nomor R Tnhun 201 :1 
tentang Perusahaan Dacrah Ait' Minum Tirta Mocdal Kota 
Semarang (Lembaran Oaerah Kota Semarang Tahun 2013 
Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang 
Nomor 84); 

23. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 tahun 201 s 
tentang Penycrtaan Model Pcmcrintah Kota Scmare.ng 
Kepada. 'Badnn Usa.ha. Milik Dacrah Kota Semarang dan Pr. 
Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Ta.hun 2015 - 
2017 (Berita Daerah Kota Semarang Tahtrn 2015 Nomor 101); 

unsur pcnyelenggara 
urusan pemerintahan 

R/\R T 
KETENTUAN UMUM 

Paxal 1 

Dalam Peraturan W alikota ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kota Semarang. 

2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai 
Pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan 
yat'lg menjadi kewenangan daerah otonom. 

3. Walikota adalah Walikota Semarang. 
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BAB III 

PRINSIP DAN TUJUAN 

Pasal 3 

P~ny~rlai.i.11 , , rodal daerah r.1 ilaksanakan berdusurkan prinsip rneningkatkan 
pelayanan dan mendapatkan keuntungan. 

Pa$al 4 

(1) penyertaan modal daerah bertujuan untuk rnemperkuat struktur 
permodalan Badan Usaha Millk Daerah dan PT Dank -Jateng dalam rangka 
meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah dan menambah 
pendapatan asli daerah. 

BAB II 
RUANG LINGKUP 

Pasal2 

Ruang lingkup penyertaan modal Pcmcrintah Daerah kepada BUMD dan PT 
Bank Jateng meliputi: 

a. PT Bank .. Jateng. 

b. Pcrusahaan Daerah PP.n:~1iik.in l,ota St1:marang; 
c. Peruaahaan Dacral Bank Perkreditan Rakyat. Bunk Pasar Kota Semarang 

d. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan 
Kota Semarang; dan 

e. Perusahaan Daerah Air Minurn 'Tir+a Moedal Kota Semarang; 

'1. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat f:JUMD adalah 
Peruaahaan Da.erah yang scbagian atau seluruh saharnnya dimiliki oleh 
Daerah: 

5. Pcrscroan Terbatas Dank 1-'embangunan Daerah Jawa Tengah yang 
selanjutnya disebut PT Bank .Jateng adalnh l-'erusa.ha.an yang sahamnya 
dimiliki oleh Pcmerinta h Daerah, 

6. Penyertaan Modal Daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik 
daerah danj'atau ucing ym1g semuta rnerupakan kekayaan yang tidak 
dipisahkan meniadi kckayaan yang dipisahkan untuk dipcrhitungkan 
sebagai model/$12=lharn Daerah kepada Dadan Usaha MHlk Dacrah. 

7. Laba adalah keuntungan yang dihasilkan oleh Badan Usaha Milik Daerah. 

8. Anggaran Pcndapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang yang selanjutnya 
disebut APBD ada lah Anggaran Pendapatan dan Bclanja Daerah Kota 
Semarang. 

9. Modnl Dnsnr adalah jumlah rna.kainru m modril ynng disebut dal8.111 Akta 
Pcndirian. 

10. Modal Disetor adalah modal sebenarnya yang telah disetor oleh pemegang 
saham pada kaa Badan Usaha Milik Daerah dan Pcrscroan. 
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UAB V 

P~NGAWASAN 

Pasal 8 
Pengawasan terhadap pcnycrtaan modal dilakukan oleh Walikota melalui 
Dewan Pcngawaa/Badan Pengawaa/Dewan Komisaris dan aparat pengawas 
intern Pemerintah Daer'ah seeu ai dengan ketcntuan pcrertu'rart pcrundang- 
undangan yang berlaku. 

BAB IV 

MF.l<ANISME DAN LAPORAN PRR'rANGGUNGJAWABAN 

Pnm11 5 
Mckan isme pencairan penyertaan modal kepada BUMD dan PT. Bank Jateng 
adalah dengan cara pengaj uan permohonan pencairan dana penyertaan modal 
dengan dilampiri : 

a. Kwitansi bermaterai Rp. 6.000,- atas penerimaan penyertaan modal. 
lJ. Bukti A 2 penerimaan dana penyertaan modal, 

c. Bcrita Acara serah terima dana penycrtaan mrxla l bermuterui Rp, 6.000, 
yang ditandatangani oleh Pihak Pertama (Pemerintah Kota Semarang) 
dan Pihak Kedua (8UMD dan Pf. Bank Jateng). 

d. Tarnbahan lampiran lain yang diperlukan, rnenyesuaikan dengan 
Peraturan yang berkembang saat ini. 

Pasal 6 
Setiap BUMD dan PT. Bank .iateng menyampaikan laporan 
pertanggungjawaban secara berkala kepada Pemerintah Kota Semarang 
berupa ikhrisar realiaasi kirierja dan laporan keuangan setelah diaudit. 

Pasal 7 
Ketentuan mengenai mekanisme dan laporan pertanggungjawa ban 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialu1 lulrih h·rnjul. dc·~rig,~ri PHn~lu1·;.:tr1 
Walikota. 

(2) Disamping tujuan scbagatmana dimaksud pada r1ynl (1)1 pcnycrtaan modal 
daerah juga bertujuun: 

a. bagi Peruschnan Dacrah Percetakan Kota Scruara ng, untuk 
rneningkatkan pelayartan dan diversiflkasi prod uk; 

b. bagi Perusahaan Dneruh Air Min um Tirta M oedal Kota Semarang, u n I q k 
mcningkatkan pelayanan air bersih hnKi rnasyarakat; dan 

c. bagi Pcrusahaan Daerah BPR Bank Pa~Hr Kota Semarang, Pet1~sahnan 
DAr.rah BPR BKK Kota Semarang ns:111 Bank .Jateng, untuk mcningkatkan 
struktur pcrrnodalan. 
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SEKRETARIS DAERAH 
KOTA SEMARANG 

• /\DITRIHANANTO 
SERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2015 NOMOR ... j 

Diundangkan di Semarang 
pada tangga I 0.. \ 

TAVIP SUPRlYANTO 
.. -- .... 

~ h,., - fi 

Pj. WALlKOT/\ SEMARANG 

Ditetapkan di Semarang 
pada tan ggal ...7-0 I 

DAD VT 

KETENTUAN PENUTUP 

P8sa1 7 
Peraturan W.A.likota ini mulai b(!rlHk11 pada tanggal dJunrlR11g'kiir1. 

Agar sctiap m·ang mengetahum yn, r111:rrn:.rinta.h1C£l.11 pengu nrlH rir;,cr1 I 'P.r-nturru.1 
Walikota ini dengan penempatannya dalam R~rila Daerah Kota Semarang. 


